Menimbang :

Mengingat :

BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI] BENGKAYANG
NOMOR B0 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3)

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, perlu dilaksanakan pengelolaan arsip

terjaga sebagai memori kolektif dan identitas bangsa di masa
mendatang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pengelolaan Arsip Terjaga Pemerintah
Kabupaten Bengkayang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3823);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5071);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
41 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Arsip Terjaga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1388);

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Penyelengggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 35);
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8. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ARSIP

TERJAGA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
Bupati adalah Bupati Bengkayang;

Dinas adalah Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Bengkayang;
Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten adalah Lembaga Kearsipan

Daerah Kabupaten Bengkayang;

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
Pencipta Arsip adalah lembaga negara, pemerintahan daerah,
perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara dan badan usaha
milik daerah;

Unit Kearsipan adalah Unit Kerja yang ada secara fungsional
mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan menangani arsip pada

Instansi Perangkat Pemerintah Kabupaten Bengkayang;



10.

11.

12,
13.

14.

15.

16.

Unit Pengolah adalah Unit Kerja yang secara fungsional

melaksanakan Fungsi-fungsi Substantif pada Perangkat D
Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagai Pencipta dan Pengguna
Arsip Dinamis;

Unit Kearsipan adalah Satuan Kerja pada Pencipta Arsip yang
penyclcnggnrann

aerah

mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam
Kearsipan;
Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip;

Arsip adalah Rekaman Kegiatan atau Peristiwa dalam berbagai

bentuk dan media sesuai dengan Perkembangan Teknologi Informasi
dan Komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara,
Pemerintah Daerah, LembagaPendidikan, Perusahaan, Organisasi
Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseoran

Pelaksanaan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
kegiatan identifikasi,

gan dalam

Pengelolaan  Arsip Terjaga adalah
pemberkasan, Pelaporan dan penyerahan arsip terjaga yang
dilaksanakan oleh pencipta arsip;

Arsip terjaga adalah arsip Negara yang berakaitan dengan
keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang harus
dijaga keutuhan, keamanan,keselamatannya;

Lembaga Kearsipan adalah yang memiliki fungsi, tugas,dan tanggung

jawab dibidang pengelolaan arsip statis pembinaan kearsipan;

Pasal 2

Pimpinan Pencipta Arsip memiliki tanggung jawab:

a. Memelihara, melindungi, dan menyelamatkan arsip yang termasuk

dalam kategori arsip terjaga; dan
Memberkaskan dan melaporkan arsip yang termasuk dalam kategori
arsip terjaga kepada Lembaga Kearsipan paling lama 1 (satu) tahun

setelah pelaksanaan kegiatan.



Pasal 3

Pimpinan Pencipta Arsip wajib menyerahkan salinan autentik dari naskah

asli arsip terjaga kepada Lembaga Kearsipan paling lama 1 (satu) tahun
setelah dilakukan pelaporan.
Pasal 4
Jenis dan kategori Arsip Terjaga terdiri dari:
a. Arsip Kependudukan, meliputi:
Database kependudukan dan Sistem Informasi Administrasi

1.

Kependudukan (SIAK);

Arsip tentang penetapan parameter pengendalian pendudul;

Arsip tentang administrasi dan demografi kependudukan di wilayah
perbatasan dan kepulauan terdepan;

Arsip tentang status kewarganegaraan (Naturalisasi).

b. Arsip Kewilayahan, meliputi:

1.
2.

Arsip tentang dasar penetapan wilayah NKRI;
Arsip tentang pengakuan dunia internasional mengenai batas

wilayah NKRI;
Arsip tentang batas perairan Indonesia;
Arsip tentang tata ruang laut nasional dan perairan yuridiksi.

c. Arsip Kepulauan, meliputi:

1.

Arsip tentang potensi sumber daya alam yang terkandung dalam

suatu pulau;
Arsip tentang luas dan besarnya kepulauan;
Arsip tentang jumlah pulau-pulau terdepan Indonesia, berikut

administrasi kependudukannya;
Arsip tentang pulau-pulau yang berbatasan langsung antara wilayah

NKRI dengan negara lain.

. Arsip Perbatasan, meliputi:

Arsip tentang kawasan perbatasan dari sudut pandang pertahanan dan

keamanan kawasan perbatasan, yaitu perbatasan darat (Malaysia, Arsip

Perjanjian Internasional, meliputi:



Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada

Dmundangkan di Bengkayang
pada tanggal [P MNovember 2018

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR "igb



